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Lampiran : Iklan Pemberitahuan Perubahan Tempat dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan (“RUPST”) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. di Bisnis 
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Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Perubahan Tempat dan Tata Tertib 
RUPST PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. di Bisnis Indonesia tanggal 12 Mei 
2020 

 
 
Jakarta, 12 Mei 2020 

 
 

Kepada Yth. 
Direksi PT Bursa Efek Indonesia 
Gedung Bursa Efek Indonesia 
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 
Jakarta - 12190 
 
U.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I 

 
 
Dengan hormat, 
 
Melalui surat ini kami sampaikan bukti iklan Pemberitahuan Perubahan Tempat dan Tata Tertib 
RUPST PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional, Bisnis Indonesia tanggal 12 Mei 2020. 
 
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 
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Para pebisnis 
angkutan penyeberangan 

mengalami masa sulit selama 
pandemi virus corona. Sejak pemerintah mengeluarkan 

larangan mudik Lebaran 2020, kapal roll on roll off (ro-ro) hanya 
diizinkan mengangkut kendaraan barang. Kini, pemerintah memberikan 

relaksasi agar kendaraan angkutan umum bisa menyeberang dengan 
mengangkut penumpang dengan tujuan bukan mudik. Sayangnya, relaksasi 

itu belum cukup membantu pendapatan perusahaan penyeberangan. 

Penyeberangan Minus

Penumpang
Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi (Rp)
Lintasan Penumpang Kendaraan Gol. IVA
 Lama Baru Lama Baru
Merak—Bakauheni 15.000 19.500 374.000 419.000
Ketapang—Gilimanuk 6.500 8.500 159.000  182.500
Padangbai—Lembar 46.000  57.000 917.000  1.023.000
Sape—Labuan Bajo  60.000 83.000 1.375.000 1.536.000
Sumber: Kepmenhub, No. KM92/2020

Jumlah Armada Angkutan Penyeberangan di Indonesia
Jenis kapal 2014 2015 2016 2017 2018
Roll on 
Roll off (Ro-ro) 265 331 354 380 392
Landing 
Craft-Tank (LCT) 2 14 0 0 0
Total 267 345 354 380 392
Sumber: Buku I Statistik Perhubungan 2018

Usaha PT ASDP
Indonesia Ferry

Jumlah
Kapal :
151 unit

Jumlah
Lintasan :

234 lintasan

Lintasan
Komersial :
56 lintasan

Lintasan
Perintis Darat :

162 lintasan

Lintasan
perintis laut :

16 lintasan
Sumber: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), diolah Bisnis/Amri Hidayat

  PENGAKTIFAN TRANSPORTASI  

GAPASDAP 
KELUHKAN 

ATURAN MUDIK
Bisnis, JAKARTA — Pengusaha angkutan 

penyeberangan mengklaim mengalami kerugian 
paling besar akibat larangan melayani penumpang 

dan kendaraan pribadi setelah Kementerian 
Perhubungan mengeluarkan aturan larangan mudik 

Lebaran 2020. 

Rinaldi M. Azka & John A. Oktaveri
redaksi@bisnis.com

K
etua Umum 
Gabungan 
Pengusaha 
N a s i o n a l 
Angkutan 
Sungai, Da-

nau, dan Penyeberangan 
(Gapasdap) Khoiri Soe-
tomo menyatakan  kini 
kapal roll on roll off (ro-
ro) tidak bisa melayani 
penumpang biasa karena 
ada aturan larangan mudik 
seperti yang ditetapkan 
melalui Permenhub No. 
PM25/2020. 

Pada saat yang sama, 
pengusaha feri juga diru-
gikan akibat pemahaman 
yang berbeda atas aturan 
larangan mudik Lebaran 
2020 yang disertai pengak-
tifan kembali moda trans-
portasi  umum termasuk 
kapal penyeberangan. 

Pandemi Coronavirus 
disease 2019 (Covid-19), 
paparnya, membuat semua 
dunia usaha mengalami 
kerugian sangat besar.

“Dari semua sektor 
transportasi, transporta-
si laut lah yang paling 
buruk dan dari semua 
sektor transportasi laut 
penyeberangan lah yang 
paling menderita karena 
kapal kapal dengan jumlah 
mesin, peralatan dan ABK 
[anak buah kapal] yang 
lebih banyak dari kapal 
kargo,” katanya kepada 
Bisnis, Senin (11/5).

Sebelum pandemi Co-
vid-19, tegasnya, sudah 
banyak pengusaha feri 
kesulitan membayar gaji 
dan kewajiban.

Di sisi lain, kapal pe-
nyeberangan wajib menja-
lankan mesin genset dan 
dijaga ABK secara penuh 
selama 24 jam, meskipun 
aktivitas berhenti saat di 
pelabuhan. Dengan begitu, 
tegasnya, biaya tetap sebe-
sar 70% dari total biaya 
operasi tetap mengucur.

Oleh karena itu, dia me-
minta pemerintah segera 
bertindak membantu me-
nyelamatkan bisnis ang-
kutan penyeberangan yang 
semakin berdarah akibat 
pembatasan angkutan di 
tengah pandemi Covid-19.

Sebaiknya, tegasnya, 
pemerintah memberikan 
bantuan subsidi, pembe-
basan pajak, biaya pela-
buhan serta penurunan 
harga BBM.

Khoiri berharap angkut-
an penyeberangan tetap 
menjadi urat nadi pere-
konomian serta berfungsi 
angkutan umum massal 
setelah pandemi virus co-
rona berakahir. “Saat ini 
angkutan penyeberangan 
butuh ‘transfusi darah’ dari 
pemerintah,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina 
Gapasdap Bambang Haryo 

juga menyoroti pelarangan 
penumpang dan kendaraan 
pribadi menyeberang di se-
jumlah pelabuhan, kendati 
wilayah itu belum mene-
rapkan PSBB sebagai dasar 
pembatasan transportasi.

“Pemerintah pusat dan 
daerah seharusnya mem-
buat peraturan berdasar-
kan UU, tidak boleh mela-
rang seorang warga negara 
masuk ke daerah lain sebab 
NKRI adalah satu kesatuan 
dan tidak bersekat-sekat,” 
kata Bambang. 

Sebagai jembatan peng-
hubung jaringan jalan, 
tuturnya, angkutan pe-
nyeberangan seharusnya 
boleh digunakan semua 
jenis kendaraan, termasuk 
kendaraan pribadi.

Dia mencontohkan Jem-
batan Suramadu bebas di-
lintasi kendaraan termasuk 
pejalan kaki.

Dia mengkritik kebijak-
an beberapa daerah seperti 
Pemprov Bali yang meno-
lak pendatang masuk ke 
wilayahnya walaupun pro-
vinsi itu belum berstatus 
pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB). 

Selain itu, Bambang me-
nilai PM 25/2020 telah 
menimbulkan kekacauan 
dalam sistem transportasi 
serta mengganggu konek-
tivitas nasional, sehingga 
merugikan masyarakat dan 
angkutan penyeberangan.

Dia juga melihat pene-
rapan PM tersebut diskri-
minatif, sebab angkutan 
penerbangan masih di-
bolehkan mengangkut 
penumpang sementara 
kapal feri tidak.

MASIH DILARANG
Sementara itu, Kemen-

hub memastikan ken-
daraan pribadi belum 
diperbolehkan untuk me-
nyeberang di selat-selat 
seluruh Indonesia. Ala-
sannya, angkutan umum 
yang boleh menyeberang 
dengan syarat tetap menja-
lankan protokol kesehatan 
serta mendapat persetuju-
an dari petugas kepolisian 
pada cek poin terakhir 
sebelum memasuki pe-
labuhan penyeberangan.

Direktur Jenderal Perhu-
bungan Darat Kemenhub 
Budi Setiyadi mengung-
kapkan hal tersebut da-
lam surat edaran (SE) No. 
SE.9/AJ.201/DRJD/2020 
tentang Pengaturan Pe-
nyelenggaran Transpor-
tasi Darat Selama Masa 

Dilarang Mudik Idul Fitri 
1441 Hijriah Dalam Rang-
ka Pencegahan Penyebaran 
Covid-19.

“Kendaraan bermotor 
umum diperbolehkan 
menggunakan transpor-
tasi penyeberangan harus 
mendapat persetujuan dari 
petugas kepolisian pada 
check point terakhir,” kata 
Budi.

Dia menegaskan pe-
labuhan penyeberangan 
hanya boleh memberikan 
pelayanan tiket secara 
online atau daring bagi 
aktivitas mobil barang, 
kendaraan pengangkut 
logistik, serta pengangkut 
obat-obatan dan alat ke-
sehatan. Untuk angkutan 
umum yang diperbolehkan 
melintas, harus melakukan 
pembelian tiket pada ger-
bang khusus di pelabuhan 
penyeberangan setempat.

Menurutnya, operator 
pelabuhan penyeberangan 
juga harus menyediakan 
gerbang tol khusus pembe-
lian angkutan umum itu, 
dan mewajibkan protokol 
kesehatan Covid-19 tetap 
dilaksanakan. Operator 
juga wajib memastikan 
calon pengguna jasa me-
menuhi persyaratan SE 
Gugus Tugas sebelum 
diberikan tiket. Dengan 
ketentuan itu, imbuhnya, 
penyeberangan diizinkan 
mengangkut penumpang 
hanya bagi yang menggu-
nakan angkutan umum. 

Dirut PT ASDP Indonesia 
Ferry Ira Puspadewi me-
nyatakan siap mengangkut 
penumpang secara terba-
tas setelah ada SE Gugus 
Tugas yang mengizinkan 
mobilisasi massa dengan 
tujuan khusus. 

 

“Saat ini, 
angkutan 
penyeberangan 
butuh ‘transfusi 
darah’ dari 
pemerintah.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN TEMPAT DAN TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

PERUBAHAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Sehubungan dengan rencana PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tanggal 

Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H.,

Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H.,

Protokol Kesehatan yang ketat sehubungan dengan 
pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta himbauan untuk menguasakan kehadiran melalui mekanisme 
Pemberian Kuasa adalah tetap dan tidak berubah sebagaimana telah disampaikan pada Pemanggilan RUPST di Harian Terbit, pada tanggal 24 April 2020 dan website 
Perseroan (https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events).

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

I. UMUM

Rapat”), 
maka dengan ini Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan 
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau 
dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di www.sampoerna.com

II. PIMPINAN RAPAT

III. BAHASA 
 Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

IV. PESERTA RAPAT

23 April 2020
KSEI  

23 April 2020. 

suara dalam Rapat.

dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 
16.00 WIB melalui  email ke melania.tan@sircadp.com dan sampoerna.corporate@sampoerna.com.

KTP”) atau bukti jati diri lainnya 

memasuki ruang Rapat.

sebagai undangan, namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.

V. KUORUM KEHADIRAN

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. 

VI. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN
1. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan dalam Rapat diajukan secara tertulis oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengisi dan menandatangani 

Formulir yang khusus disediakan untuk itu dan dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.  Pemegang saham dan/atau 

2. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir pertanyaan, 
komentar dan/atau tanggapan yang telah diisi sesuai dengan butir 1 tersebut di atas kepada petugas.

Rapat. 

relations@sampoerna.com. 

VII. KEPUTUSAN RAPAT

Setuju Tidak Setuju
ditolak. 

3. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat. 

mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

VIII. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Perseroan untuk pemungutan suara.

3. Pemegang saham yang mengeluarkan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang 
mengeluarkan suara dalam Rapat.

IX. PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

smartphone

Suara.

Smartphone) atau Mobile Device 
kebenaran nama dan alamat tersebut.

Petugas.
6. Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara, setelah pemungutan suara untuk masing-masing agenda Rapat.

X. PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

XI. LAIN-LAIN
1. Selama Rapat berlangsung, mohon agar handphone dimatikan atau diset pada kondisi tanpa bunyi untuk menjaga ketenangan dan ketertiban jalannya Rapat.

kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa, namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang 

30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 08.30 WIB
b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check dan/atau Rapid Test di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum 

memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.

tempat Rapat.

e. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.

4. Mengingat Rapat akan dilaksanakan dalam keadaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dilaksanakan saat bulan puasa, Perseroan tidak menyediakan makanan dan 
minuman pada penyelenggaraan Rapat

a. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
b. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 12 Mei 2020 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

I N D U S T R I
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